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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 

NOMOR  59  TAHUN  2015 

kk 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 48 TAHUN 2014 

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN  

KEPADA  KANTOR  PELAYANAN  PERIJINAN  DAN 

 PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMPANG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu 

diberikan kemudahan dalam penerbitan izin kepada pelaku 

usaha mikro dan kecil; 

  b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk 

Usaha Mikro dan Kecil, maka penerbitan Ijin Usaha Mikro 

Kecil (IUMK) didelegasikan kepada Camat; 

 c. bahwa pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan telah 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 

Tahun 2014; 

 d.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu merubah Peraturan 

Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan, 

Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Jawa Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara 4593); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 

Perijinan Terpadu di Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008      

Nomor 12); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu; 

15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2008 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan 

Penanaman Modal Kabupaten Sampang (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12); 

16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Teknis Perijinan dilingkungan Kantor Pelayanan 

Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang (Berita 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 2); 

17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2014 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada 

Kantor Pelayanan, Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten 

Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 

Nomor 48); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SAMPANG NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN 

KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN 

MODAL KABUPATEN SAMPANG  

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2014 

tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan 

Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang, diubah sebagai berikut : 

 

1) Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g diubah,  

dan setelah huruf m ditambah 3 huruf yaitu huruf n, huruf o, dan huruf p 

sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

 

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada kepala 

KP3M sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Jenis dan bentuk perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Izin Gangguan (HO) dengan kriteria mengikuti SIUP Menengah dan SIUP 

Besar yang membutuhkan Ijin Gangguan, Modal usaha diatas 

Rp.500.000.000,00, berbentuk PT, CV, Firma dan Koperasi; 

b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria ukuran bangunan diatas 

100 meter persegi; bangunan bertingkat; menjadi bagian perumahan; 

berbentuk PT, CV, Firma dan Koperasi; Jenis bangunan merupakan 

bangunan keagamaan seperti bangunan masjid termasuk musholla, 

bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan 

bangunan kelenteng,  bangunan sosial budaya seperti pelayanan 

pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan 

bangunan gedung pelayanan umum serta bangunan khusus seperti 

Bangunan Pertahanan Keamanan dan Menara Telekomunikasi 

c. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (SIUJKN); 
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d. Izin Pemasangan Reklame dengan kriteria berbentuk permanen atau 

bukan sementara dengan jangka waktu diatas 6 bulan; 

e. Izin Bongkar/Pasang Jalan dan Trotoar; 

f. Surat Ijin Perdagangan (SIUP) dengan kriteria Usaha Menengah dan 

Usaha Besar yang mempunyai modal diatas Rp.500.000.000,00 berbentuk 

PT, CV, Firma dan Koperasi. 

g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan kriteria modal usaha diatas 

Rp.500.000.000,00 berbentuk PT, CV, Firma dan Koperasi; 

h. Tanda Daftar Industri (TDI); 

i. Tanda Daftar Gudang (TDG); 

j. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

k. Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

l. Izin Usaha Hotel 

m. Izin Usaha Restoran 

n. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); 

o. Izin Usaha Penanaman Modal (IUP); 

p. Izin Prinsip Penanaman Modal (IP) 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2016. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

 

Ditetapkan di :  SAMPANG 

Pada tanggal :  23   Desember   2015 

 

BUPATI SAMPANG 

 

 

H. A. FANNAN HASIB 
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Diundangkan di :  Sampang 

pada tanggal   :  23  Desember   2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi 

Pembina Utama Muda 
NIP.  19610114 198603 1 008 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 59 


